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A. Gambaran Umum Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta 
1. Sejarah Pelaksanaan Pemungutan PBB pada DPPKA (Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Surakarta 
Dimulai pada tahun 1985 setelah UU No 12 tahun 1985 dikeluarkan, 
Dinas Pendapatan Daerah menyerahkan segala urusan mulai dari penagihan 
hingga pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada satu bidang, yaitu 
bidang penagihan. Semua urusan yang berkaitan dengan pajak ini ditangani 
langsung oleh staf bidang penagihan dibawah koordinator kepala bidang 
yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
Namun, sejak tahun 2009 Dinas Pendapatan Daerah bergabung dengan 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan menjadi satu kesatuan dalam 
satu kedinasan yaitu DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset). Dalam struktur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, 
Bidang Penagihan dibagi dalam dua seksi yaitu Seksi Penagihan dan 
Keberatan serta Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain. 
Masing–masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Penagihan. Seksi Penagihan dan Keberatan 
mempunyai tugas menangani penagihan pajak bumi dan bangunan serta 
melayani komplain dari wajib pajak terkait pengajuan keberatan pajak, 






pembayaran. Sedangkan Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan 
Lain mempunyai tugas menangani semua hal yang berhubungan dengan 
administrasi perpajakan dan surat–surat yang berkaitan dengan proses 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Prosedur penagihan Pajak Bumi 
dan Bangunan dimulai dari diterbitkannya SPPT (Surat Penagihan Pajak 
Terutang) oleh KPP Pratama Surakarta berdasarkan SPOP (Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak) yang telah dilaporkan wajib pajak. Kemudian 
SPPT tersebut diserahkan ke DPPKA (Dinas Penerimaan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset) Kota Surakarta untuk disebar oleh petugas pemungut 
ke kelurahan, di kelurahan SPPT tersebut dipilah–pilah sesuai RW/RT oleh 
petugas kelurahan yang ditunjuk dan petugas mendapatkan imbalan jasa 
pilah sebesar Rp 500,- per lembar SPPT, kemudian SPPT yang sudah 
dipilah–pilah diserahkan ke Ketua RT per RW untuk diberikan ke wajib 
pajak dengan imbalan jasa penyerahan sebesar Rp 600,- per lembar SPPT. 
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui 
Bank Persepsi atau bank–bank yang ditunjuk sebagai bank tempat 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta melalui ATM. Untuk wilayah 
Surakarta Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melayani pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah Bank Mandiri dan BRI serta Unit–Unit BRI.  
Berikut adalah daftar bank–bank yang ditunjuk sebagai tempat 









BANK PERSEPSI/  
BANK YANG DITUNJUK SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN PBB 
 






















BRI Slamet Riyadi 
BRI Nusukan 
BRI Jenderal Sudirman 
BRI Unit Kleco 
BRI Unit Laweyan 
BRI Unit Pajang 
BRI Unit Pasar Kembang 
BRI Unit Sumber 
BRI Unit Pasar Nongko 
BRI Unit Ngemplak 
BRI Unit Pasar Legi 
BRI Unit Selokaton 
BRI Unit Serengan 
BRI Unit Semanggi 
BRI Unit Pasar Kliwon 
BRI Unit Jurug 
BRI Unit Jebres 
BRI Unit Ledok Sari 
BRI Unit Mojosongo 





Untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi 
dan bangunan, DPPKA Kota Surakarta mengadakan Program Safari/Jemput 
Bola, diantaranya adalah: 
a. Safari Reguler : Wajib pajak yang rumahnya jauh dari bank 
persepsi bisa membayar melalui program safari 
reguler ini yang diselenggarakan di kelurahan, jadi 
wajib pajak bisa datang ke kelurahan sesuai 
tanggal safari yang tertera pada undangan dan 
membayar melalui petugas pemungut.  
b. Safari Pasar : Agenda kegiatan safari pasar ini adalah membagi 
SPPT langsung dan menagihnya secara langsung 
pula. Sasaran kegiatan dari safari ini adalah pasar-
pasar yang terdapat banyak transaksi yang 
berkaitan dengan uang, sehingga para wajib pajak 
dapat langsung membayar kepada petugas 
pemungut saat itu juga. 
c. Safari Tunggakan : Pokok kegiatan dari safari ini adalah menagih 
wajib pajak yang mempunyai tunggakan PBB. 
Penagihan ini difokuskan pada buku 4 dan 5 yang 
berisi daftar wajib pajak dengan tunggakan pajak 
yang besar sehingga mengurangi kemungkinan 






Untuk merangsang semangat membayar pajak, berbagai cara 
dilakukan oleh Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Surakarta, antara lain dengan mengadakan pekan insentif 
yaitu pekan keteladanan atau panutan dengan memberikan penghargaan 
kepada wajib pajak yang taat membayar berupa piagam/penghargaan dari 
walikota. Selain itu ada pula undian berhadiah bagi yang membayar 
sebelum jatuh tempo. Hadiah yang disediakan pun bermacam–macam 
seperti motor, TV, kulkas dan lain–lain. 
Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan 
Bangunan ini selain dengan Safari yang dilakukan petugas, Bidang 
Penagihan juga menerapkan sanksi tegas serta denda 2% perbulan dan 
maksimal 48% kepada wajib pajak yang tidak mau membayar sesuai dengan 
UU yang berlaku yaitu UU No 12 Tahun 1985 yang diperbaharui lagi 
dengan UU No 12 Tahun 1994. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 terdapat aturan low investment yaitu 
penerapan hukum apabila wajib pajak tidak mau membayar dengan 
tunggakan tiga tahun ke atas, hal pertama yang dilakukan adalah memasang 
tanda peringatan pada obyek pajak bahwa tanah dan bangunan belum lunas 
PBB. Apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak juga membayar maka 
berkas tunggakan tersebut akan direkomendasikan ke KPP Pratama untuk 
dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang bisa digunakan sebagai 





2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi DPPKA Bidang Penagihan 
a. Kedudukan dan Tugas Pokok 
1) Kepala Bidang 
Kepala bidang mempunyai tugas antara lain: 
a) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan bidang 
sesuai dengan program kerja yang telah disusun awal periode 
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas agar tercipta 
pemerataan tugas 
c) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas 
2) Seksi Penagihan dan Keberatan 
Seksi ini mempunyai tugas antara lain: 
a) Melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan beserta tunggakan 
kepada wajib pajak 
b) Melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya 
3) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
a) Mengumpulkan data sumber–sumber penerimaan PBB sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
b) Mengurus administrasi dan arsip 
4) Staf 
a) Melaksanakan tugas dari kepala seksi masing-masing 
b) Melakukan pemantauan dan terjun langsung ke lapangan untuk 





b. Fungsi DPPKA Bidang Penagihan 
1) Pengelolaan dan pembukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; 
2) Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah 
dalam pengawasan managemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat 
berjalan dengan lancar. Penetapan Struktur Organisasi yang jelas sangat 
diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. 
Adapun tujuan disusunnya Struktur Organisasi adalah: 
a. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan 
b. Mempermudahkan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan 
c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan  
Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, 
sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
Berikut adalah Struktur Organisasi yang dibentuk oleh Bidang 







Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bidang Penagihan DPPKA 
  Kota Surakarta 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai 
masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk 
mewujudkan suatu pembangunan yang dicita–citakan, diperlukan sarana dan 
prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau 
teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam hal 
memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan 
nasional, pemerintah mempunyai sumber–sumber penerimaan yang berasal 
dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal 
dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai 
pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.   
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang–
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-
prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 





Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, namun pada 
hakekatnya setiap orang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya tunggakan pajak sebagai akibat wajib pajak tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Atas utang pajak 
tersebut, maka akan dilaksanakan penagihan pajak yaitu dengan dikeluarkan 
SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan apabila utang pajak yang tercantum dalam 
Surat Ketetapan Pajak tersebut tidak dilunasi, maka akan ditagih dengan 
memberikan Surat Teguran yang dilanjutkan dengan Surat Paksa dan dilakukan 
tindakan penyitaan serta bila perlu dilakukan pelelangan (Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990). 
Sejak pelaksanaan kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan 
dilimpahkan kepada Bidang Penagihan DPPKA (Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Surakarta yang bekerja sama dengan 
KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Surakarta sampai sekarang masih 
banyak kendala yang dihadapi, diantaranya data wajib pajak yang kurang valid 
sehingga menghambat proses penagihan, kurangnya personel penagih, 
kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, subyek pajak yang 
tidak dapat diketahui keberadaannya, dan lain–lain sehingga masih banyak 
tagihan pajak bumi dan bangunan yang tak tertagih. Hal tersebut dapat dilihat 
dari semakin meningkatnya tagihan pajak bumi dan bangunan yang tak tertagih 
di KPP Pratama Surakarta di berbagai Kecamatan. 
Dengan meningkatnya tagihan pajak bumi dan bangunan yang tak 
tertagih dari tahun ke tahun, maka kegiatan penagihan pajak bumi dan 





memerlukan adanya suatu sistem yang baik dan handal. Sistem yang 
diterapkan di Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta yaitu melakukan 
pembagian tugas kepada stafnya untuk mempermudah pelaksanaan sistem. 
Namun, berkaitan dengan pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan 
bangunan di wilayah Kota Surakarta masih terdapat sedikit kelemahan yaitu 
tidak adanya sistem akuntansi yang digunakan. Dengan semakin meningkatnya 
tagihan pajak bumi dan bangunan serta pajak yang tak tertagih dari tahun 
ketahun menjadikan Kepala Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta untuk 
lebih memperhatikan sistem penagihan pajak yang telah diterapkan selama ini. 
Dengan adanya permasalahan–permasalahan yang terjadi dalam proses 
pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengangkat tema mengenai rangkaian sistem yang terkait dalam proses 
pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta bekerjasama dengan instansi 
yang terkait dalam Tugas Akhir dengan judul “SISTEM PENERBITAN, 
PENDISTRIBUSIAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SURAT 
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  DI 
KOTAMADYA SURAKARTA” 
 
C. Rumusan Masalah 
Bagaimana sistem penerbitan, pendistribusian, pembayaran dan 







D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sistem penerbitan, pendistribusian, pembayaran dan 
penagihan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
telah dijalankan oleh DPPKA Kota Surakarta. 
2. Untuk mengetahui kelebihan serta kekurangannya, sehingga ditemukan 
solusi agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya dengan tetap 
memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis 
Dapat menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam 
bidang perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam 
kenyataan yang sesungguhnya, khususnya dalam bidang pajak bumi dan 
bangunan. 
2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 
Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam 
penyusunan kebijakan serta evaluasi kinerja yang berkaitan dengan 
pelaksanaan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan mulai dari 
penerbitan, pendistribusian, pembayaran hingga penagihan SPT (Surat 
Pemberitahuan Tahunan). 
3. Bagi pihak lain 






F. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini adalah metode pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh 
secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 
Data primer diperoleh melalui beberapa metode yang dilakukan, antara lain: 
metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.  
– Metode Observasi menurut Hadi (1996:13) dalam skripsi Mardiman    
(UMS, 2008) yang berjudul: “Fungsi Bimbingan dan Konseling  dalam 
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Mts Negeri Surakarta 1 Tahun 
2007/2008” adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 
fenomena–fenomena yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan cara 
memeriksa menggunakan panca indera terutama mata, yang dilakukan 
secara kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu 
keadaan atau masalah. 
Penulis mencari dan mengumpulkan data berdasarkan pengamatan serta 
praktek langsung yang dilakukan ketika pelaksanaan program magang 
selama 1 bulan dari bulan Februari hingga bulan Maret 2010 di Bidang 
Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Surakarta. Adapun data yang diperoleh dari observasi, antara lain: proses 
filling STTS (Surat Tanda Terima Setoran) atau pengelompokan STTS 
berdasarkan kecamatan dan kelurahan; proses entry data dari STTS yang 
telah dikelompokkan; proses penandaan pelunasan pajak di buku DHKP 
(Daftar Hukum Ketetapan Pajak); dan pelaksanaan program safari/jemput 





– Metode Wawancara menurut Arikunto (2002:201) dalam skripsi Mardiman 
(UMS, 2008) yang berjudul: “Fungsi Bimbingan dan Konseling  dalam 
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Mts Negeri Surakarta 1 Tahun 
2007/2008” adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 
memperoleh informasi dari yang terwawancara. Wawancara dilakukan 
secara face to face antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan 
informasi secara lesan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat 
menjelaskan atau menjawab suatu permasalahan berkaitan dengan 
penelitian. 
Penulis menginterview pegawai Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta 
termasuk Kepala Bidang Penagihan berkenaan dengan sistem pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan selama ini. Hasil yang diperoleh 
dari wawancara, yaitu: alur penerbitan dan pendistribusian SPPT, 
pembayaran PBB melalui program safari dan penagihan PBB yang terutang, 
serta bagan alir sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 
– Metode Dokumentasi menurut Arikunto (2002:236) dalam skripsi 
Mardiman (UMS, 2008) yang berjudul : “Fungsi Bimbingan dan Konseling 
dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Mts Negeri Surakarta 1 Tahun 
2007/2008” adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, 
agenda, dsb. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis yaitu tentang 
prosedur penerbitan SPPT, pendistribusian SPPT, pembayaran Pajak Bumi 






G. Sistematika Penulisan 
Agar memudahkan penulis dan pembaca dalam mengetahui isi dari 
karya tulis ini, maka secara garis besar penulis membagi pembahasan karya 
tulis ini menjadi beberapa bagian. Adapun pembagian atau sistematika 
penulisan tersebut adalah sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menerangkan tentang gambaran umum Bidang Penagihan 
DPPKA Kota Surakarta, latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka berkaitan dengan 
masalah yang diangkat, dan pembahasan masalah.  
BAB III : TEMUAN  
Bab ini memaparkan kelebihan dan kelemahan yang terdapat 
dalam proses penerbitan, pendistribusian, pembayaran dan 
penagihan SPT PBB di Kotamadya Surakarta.  
BAB IV : PENUTUP  
Bab ini berisikan kesimpulan serta rekomendasi dari penulis 









ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Sistem 
Hall (2001:5) mengemukakan bahwa sistem merupakan sekelompok 
dua atau lebih komponen – komponen yang saling berkaitan (inter related) 
atau subsistem – subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama 
(common purpose). 
 
Mulyadi (2001:6) mendefinisikan. “Sistem adalah suatu jaringan 
prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan 
kegiatan pokok perusahaan.” 
 
Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen–komponen 
yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu 
tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang 
masing–masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung 
sistem yang lebih besar (Romney dan Steinbert, 2004:2). 
Jadi, sistem pada dasarnya adalah suatu jaringan yang mempunyai 
kaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya, yang berjalan serta 
berfungsi secara bersama–sama sehingga membentuk suatu kerjasama yang 









2. Sistem Pengendalian Intern 
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Sistem Pengendalian Intern merupakan struktur organisasi, 
metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
(Mulyadi, 2001:163). 
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern 
1) Menjaga kekayaan organisasi 
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
3) Mendorong efisiensi 
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
c. Unsur Sistem Pengendalian Manajemen 
1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional 
secara tegas. 
2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 
biaya. 
3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi.  







3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
a. Dasar Hukum 
Dasar hukum yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan adalah 
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah 
diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
perubahan atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB. 
Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur dengan Peraturan Pemerintah 
serta Keputusan Menteri Keuangan. Secara lengkap dasar hukum PBB 
adalah sebagai berikut: 
1) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana 
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang persentase nilai 
jual kena pajak untuk PBB. 
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang 
tata cara pendaftaran obyek PBB. 
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang 
tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang 
mengeluarkan surat paksa. 
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang 
pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah 
Tingkat II. 
6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang 






b. Istilah – Istilah dalam PBB 
- Bumi 
Yang dimaksud bumi dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh 
bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan 
perairan pedalaman (termasuk rawa–rawa tambak pengairan) serta laut 
wilayah Republik Indonesia. 
- Bangunan 
Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan 
untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. 
- PBB 
Adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang administrasi pemungutannya 
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh hasil 
penerimaannya dibagi hasilkan kepada daerah. 
- Nilai Jual Obyek Pajak 
Yang dimaksud dengan Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata–rata 
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual obyek pajak 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang 







- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) 
Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah 
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek 
pajak menurut ketentuan Undang–Undang. 
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
Yang dimaksud dengan Surat Pembertahuan Terutang adalah surat 
yang digunakan oleh KP PBB untuk memberitahukan besarnya pajak 
terutang kepada wajib pajak. 
- Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
Yaitu surat keputusan KP PBB yang memberitahukan besarnya pajak 
yang terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak, 
dimana surat ini dikeluarkan KP PBB apabila dalam waktu 30 hari 
wajib pajak tidak mengembalikan SPOP dan apabila dalam proses 
pemeriksaan jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak 
yang terutang dalam SPOP. 
- Surat Tagihan Pajak (STP) 
Adalah surat yang diterbitkan oleh DPPKA sebagai surat klarifikasi 
kebenaran adanya penunggakan pajak. 
- Tanda Terima Sementara (TTS) 
Yaitu bukti pembayaran sementara yang diberikan oleh petugas 
pemungut pajak setelah wajib pajak membayar pajak terutangnya. 






- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 
Merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada Wajib Pajak 
yang telah membayar pajaknya. 
- Daftar Penerimaan Harian (DPH) 
Adalah dokumen yang digunakan oleh petugas pemungut untuk 
menyetorkan hasil penerimaan PBB ke tempat pembayaran. 
- Surat Teguran  
Adalah surat pertama yang dikeluarkan oleh KP PBB kepada wajib 
pajak setelah habisnya masa tenggang pembayaran pajak terutang 
selama 7 hari yang telah diberikan. 
- Surat Paksa  
Yaitu surat kedua yang diberikan kepada wajib pajak karena telah 
mengabaikan surat teguran. 
- Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
Merupakan surat terakhir yang dikeluarkan KP PBB yang berisi 
perintah untuk melakukan penyitaan atas objek kena pajak. 
c. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan 
Menurut Munawir (1992:308) Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan hasil penerimaan pajak ini diarahkan pada tujuan untuk kepentingan 





Sedangkan dalam Undang–Undang No. 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang–Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya 
merupakan pedapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk 
penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 
d. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan 
Subyek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: 
1) Mempunyai suatu hak atas bumi; dan/atau 
2) Memperoleh manfaat atas bumi; dan/atau 
3) Memiliki, menguasai atas bangunan; dan/atau 
4) Memperoleh manfaat atas bangunan. 
e. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 
Yang menjadi obyek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan. untuk 
menentukan besarnya nilai bumi dan/atau bangunan, obyek pajak 
diklasifikasikan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan 
bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai 








f. Dasar Pengenaan dan Penghitungan PBB 
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), 
yaitu pada harga rata–rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, 
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang 
sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
Adapun untuk dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena 
Pajak yang ditetapkan serendah–rendahnya 20% dan setinggi–tingginya 
40% dari NJOP. 
Penetapatan besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak, yaitu: 
1) Sebesar 40% dari NJOP untuk: 
a. Obyek pajak perkebunan, 
b. Obyek pajak kehutanan, dan 
c. Obyek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan 
NJOP atau bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari            
Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 
2) Sebesar 20% dari NJOP untuk: 
a) Obyek pajak pertambangan, dan 
b) Obyek pajak lainnya yang NJOP–nya kurang dari                          
Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 
Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah tarif tunggal, 
yaitu sebesar 0,5%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara 





Pajak Bumi dan Bangunan  = Tarif Pajak x NJKO 
      = 0,5% x 20% x NJOP 
      = 0,5% x 40% x NJOP 
NJOP = (NJOP Bumi + NJOP Bangunan) – NJOPTKP 
g. Pembagian Hasil Penerimaan PBB 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000, hasil 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara. 
Hasil penerimaan PBB tersebut dibagi untuk Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dengan imbangan sebagai berikut: 
1) 10% dibagikan untuk Pemerintah Pusat dengan alokasi pembagian: 
a) 65% dibagikan secara merata untuk Daerah Kabupaten/Kota. 
b) 35% diberikan sebagai insentif untuk Daerah Kabupaten/Kota yang 
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor 
pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya 
mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. 
2) 90% dibagikan untuk Pemerintah Daerah dengan alokasi pembagian: 
a) 16,2% dibagikan untuk Provinsi. 
b) 64,8% dibagikan untuk Kabupaten/Kota. 








h. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB 
1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat–
lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib 
pajak. 
2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat–
lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib 
pajak. 
3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak 
dibayar, dikarenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang 
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran, untuk 
jangka waktu paling lama 24 bulan. 
4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam no. 3 di atas, 
ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih 
dengan STP (Surat Tagihan Pajak) yang harus dilunasi selambat–
lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib 
pajak. 
i. Pelaksanaan Penagihan PBB 
Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah 
berdasarkan pada Undang–undang No.19 Tahun 1997 yang telah diubah 
dengan Undang–undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang 
demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada 
keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan 





pelaksanaannya hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak 
berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud 
tata urutan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. 
Adapun Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 
adalah: 
1) Penerbitan Surat Teguran   
Penerbitan Surat Teguran sebagai langkah awal dari tindakan 
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)   
hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP PBB atau SK. 
Pembetulan/SK, Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.  
2) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus 
Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus diterbitkan 
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STP PBB dan SK. 
Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila:  
a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk        
selama-lamanya.  
b) Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan 
kegiatan perusahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di 






c) Terdapat tanda–tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan 
badan usahanya.  
d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. 
e) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga 
atau terdapat tanda–tanda kepailitan.  
Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan Surat 
Teguran, maka Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa 
menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat 
Teguran diterbitkan. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. Oleh karena itu 
pengecualian jadwal waktu penagihan tersebut hanya berlaku sebelum 
diterditkannya Surat Paksa, sedangkan jadwal waktu penagihan    
Surat Paksa mengikuti jadwal waktu normal.  
3) Penerbitan Surat Paksa  
Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari 
sejak diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 
4) Pelaksanaan Sita  
Penyitaan terdapat barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh 
juru sita pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam 
jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan 






5) Pengajuan/Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan  
Kepala Kantor Pelayanan PBB sebagai penjual atas barang yang disita 
mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada 
Kantor Lelang dengan menggunakan surat permintaan jadwal waktu 
dan tempat pelelangan apabila utang pajak dan atau biaya 
penagihannya tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Dalam 
jangka waktu antara pengajuan permintaan dan ditetapkannya jadwal 
waktu dan tempat pelelangan, Kepala Kantor Pelayanan PBB dapat 
memberitahukan kesempatan terakhir kepada wajib pajak/penanggung 
pajak dan biaya penagihannya.  
6) Pengumuman Lelang  
Setelah mendapat kepastian jadwal waktu dan tempat pelelangan dari 
Kepala Kantor Lelang, Kepala Seksi P2 (Penerimaan dan Penagihan) 
membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada 
Kepala Kantor Pelayanan PBB untuk selanjutnya diumumkan melalui 
surat kabar, kemudian mencatat tanggal pemuatannya didalam daftar 
pengawasan tindakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat 
belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan 








7) Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan secara Lelang  
Ketentuan pelaksanaan penjualan barag sitaan secara lelang mengacu 
pada Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepada 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-214/PJ/1999 Jo. 
SE-17/PN/1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi 
Pajak. Pada dasarnya, tujuan utama lelang untuk melunasi biaya 
penagihan pajak dan hutang pajak. Akan tetapi lelang tidak 
dilaksanakan atas:  
a) Apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya 
penagihannya.  
b) Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak 
ketiga atas kepemilikan barang yang disita.  
c) Berdasarkan putusan BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) 
yang mengabulkan gugatan penanggung pajak terhadap 
pelaksanaan penagihan pajak.  
d) Apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena terbakar atau 
bencana alam.  
e) Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari 








B. Analisis Data dan Pembahasan Pembahasan 
Proses pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) melalui beberapa 
sistem, antara lain : 1) Sistem Penerbitan, yaitu penerbitan SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dilakukan oleh KP PBB (KPP Pratama) 
dengan mengacu pada SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) yang telah 
diisi oleh wajib pajak dan pelaksanaan pendataan terhadap obyek pajak yang 
terutang; 2) Sistem Pendistribusian, yaitu Pendistribusian SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dikeluarkan oleh KPP Pratama kepada 
wajib pajak melalui DPPKA Kota Surakarta; 3) Sistem Pembayaran PBB 
melalui Bank Persepsi atau melalui Program Safari (Jemput Bola), baik Safari 
Reguler ataupun Safari Pasar yang diselenggarakan oleh Bidang Penagihan 
DPPKA Kota Surakarta; 4) Sistem Penagihan, yaitu serangkaian tindakan agar 
penanggung  pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 
menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihn seketika dan sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dan menjual barang 
yang disita. Adapun yang dimaksud dengan penanggung pajak tidak harus 
sama dengan wajib pajak, melainkan bisa juga wakil yang menjalankan 
hak/memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang–undangan perpajakan, seperti: badan diwakili pengurus; warisan 
yang belum terbagi diwakili oleh seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya 
atau yang mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa 






1. Pihak yang Terkait 
Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 
bangunan di wilayah Kota Surakarta adalah: 
a. Wajib Pajak 
Wajib Pajak bertugas mengambil serta mengisi dengan jelas, benar dan 
lengkap SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) yang diterbitkan oleh 
KPP Pratama Surakarta, kemudian SPOP tersebut dikembalikan kembali 
ke KPP Pratama Surakarta guna menetapkan besarnya pajak yang 
terutang melalui penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), 
kemudian wajib pajak berkewajiban membayar pajak terutang yang telah 
ditetapkan tersebut sesuai prosedur yang ada. 
b. KPP Pratama 
KPP Pratama bertugas mengeluarkan surat–surat/dokumen–dokumen 
yang digunakan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan, 
seperti SPOP, SPPT, ST, Surat Paksa dan SPMP. Selain menerbitkan 
surat–surat, KPP Pratama juga berhak melaksanakan pelelangan jika 
diperlukan. 
c. Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta 
Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta bertugas membantu KPP 
Pratama dalam pendistribusian SPPT yang diterbitkan oleh KPP Pratama, 
juga dalam penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dari wajib 






d. Bank Persepsi 
Bank Persepsi bertugas menampung penerimaan pembayaran PBB dari 
tempat pembayaran (Unit–Unit BRI dan Bank Mandiri) untuk diserahkan 
ke BO III dan menyerahkan bukti STTS ke wajib pajak melalui petugas 
pemungut. Adapun untuk wilayah Surakarta yang bertugas sebagai BO 
III, yaitu BRI Cabang Jendral Sudirman. 
2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen/formulir yang digunakan Dalam sistem pemungutan pajak 
bumi dan bangunan adalah: 
a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
Yaitu formulir yang diisi oleh wajib pajak secara jelas, benar, dan 
lengkap untuk memberitahukan objek pajak yang dikenakan PBB dan 
digunakan untuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam SPPT. 
b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
Yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh KP PBB (KPP Pratama) dengan 
maksud untuk memberitahukan kepada wajib pajak besarnya pajak 
terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. 
c. Tanda Terima Sementara (TTS) 
Yaitu bukti pembayaran sementara yang diberikan oleh petugas 
pemungut pajak setelah wajib pajak membayar pajak terutangnya. TTS 







d. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 
Yaitu bukti pembayaran yang diserahkan kepada wajib pajak yang telah 
membayar pajaknya. 
e. Daftar Penerimaan Harian (DPH)  
Yaitu dokumen yang digunakan oleh petugas pemungut untuk 
menyetorkan hasil penerimaan PBB ke tempat pembayaran (Bank 
Persepsi). 
f. Surat Teguran 
Yaitu surat pertama yang dikeluarkan oleh KP PBB kepada wajib pajak 
setelah habisnya masa tenggang pembayaran pajak terutang selama 7 hari 
yang telah diberikan. 
g. Surat Paksa  
Yaitu surat kedua yang diberikan kepada wajib pajak karena telah 
mengabaikan surat teguran. 
h. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
Yaitu surat terakhir yang dikeluarkan KP PBB yang berisi perintah untuk 
melakukan penyitaan atas objek kena pajak. 
i. Surat Tagihan Pajak (STP) 









3. Sistem Penerbitan SPPT 
a. Skema alur penerbitan SPPT di KPP Pratama Surakarta  
 
 
Gambar 2.1 Skema Alur Penerbitan SPPT 
 
b. Penjelasan alur penerbitan SPPT di KPP Pratama Surakarta  
Penerbitan SPPT dilakukan secara independen oleh KPP Pratama 
Surakarta dengan mengacu pada data SPOP yang telah diisi oleh wajib 
pajak secara jelas, benar, lengkap, tepat waktu serta ditandatangani. 
Adapun yang dimaksud dengan jelas, yaitu penulisan data yang diminta 
dalam SPOP dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah 
tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri, 
sedangkan benar berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan 
keadaan sebenarnya. Sebelum menerbitkan SPPT, selain memeriksa 
SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak, KPP Pratama Surakarta juga 
berkewajiban melakukan pendataan, yaitu meliputi identifikasi, verifikasi 
serta pengukuran bidang obyek pajak, sehingga dapat diperoleh data 
yang valid. Setelah diperoleh data yang akurat, KPP Pratama Surakarta 
menerbitkan SPPT yang berisikan jumlah pajak yang terutang kemudian 





4. Sistem Pendistribusian SPPT 
a. Skema alur pendistribusian SPPT dari KPP Pratama Surakarta hingga 
diterima oleh wajib pajak  
 
 
Gambar 2.2 Skema Alur Pendistribusian SPPT 
 
b. Penjelasan alur pendistribusian SPPT dari KPP Pratama Surakarta hingga 
diterima oleh wajib pajak 
SPPT yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta 
didistribusikan kepada Wajib Pajak Melalui DPPKA Kota Surakarta, 
yaitu oleh petugas pemungut. Petugas pemungut menyerahkan SPPT ke 
kelurahan, kemudian Kepala Kelurahan menunjuk petugas/stafnya untuk 
melakukan pilah–pilah SPPT, yaitu berdasarkan RW lalu dipersempit 
menjadi per RT, dan untuk tugas pilah–pilah SPPT ini petugas 
mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp 500,-/lembar. Setelah SPPT selesai 
dipilah, kelurahan meminta Ketua RT untuk mengambil SPPT tersebut, 
kemudian membagikannya ke masing–masing warganya yang tercatat 
sebagai subyek pajak, dan untuk tugas pembagian SPPT ini Ketua RT 





5. Sistem Pembayaran PBB 
a. Skema alur penyelesaian pembayaran PBB melalui Program Safari di 
RT/RW yang diselenggarakan oleh DPPKA Kota Surakarta  
 
Gambar 2.3 Skema Alur Pembayaran PBB Melalui Program Safari 
 
b. Penjelasan alur penyelesaian pembayaran PBB melalui Program Safari di 
RT/RW yang diselenggarakan oleh DPPKA Kota Surakarta 
Alur pembayaran PBB melalui Program Safari berawal dari wajib 
pajak datang dan membayar pajak terutangnya ke Ketua RT/RW atau ke 
Kantor Kelurahan dimana adanya petugas pemungut pajak, kemudian 
petugas pemungut pajak memberikan TTS (Tanda Terima Sementara) 
yang diterbitkan oleh DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset) Kota Surakarta kepada wajib pajak sebagai bukti sementara 
bahwa wajib pajak telah membayar pajak terutangnya dan TTS ini juga 





Terima Setoran). Setiap hari setelah pelaksanaan program safari, petugas 
pemungut pajak berkewajiban melaporkan hasil penerimaannya kepada 
Bidang Penagihan DPPKA (Dinas Penerimaan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset) Kota Surakarta guna untuk penyusunan DPH (Daftar 
Penerimaan Harian) yang akan diserahkan ke Bank Persepsi di wilayah 
yang sama dengan obyek pajak yang telah dilunasi pajak terutangnya 
bersamaan dengan penyetoran hasil program safari pada hari yang sama, 
misalnya petugas pemungut pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2010 
mengadakan Program Safari di Kelurahan Mojosongo Surakarta, maka 
petugas DPPKA menyetorkan hasil penerimaan pajak dari Program 
Safari tersebut di BRI Unit Mojosongo pada hari itu juga. 
Setelah menerima setoran pembayaran PBB dan mendata wajib 
pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, 
Bank Persepsi menyetujui pelaksanaan pendistribusian STTS (Surat 
Tanda Terima Setoran) yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama 
Surakarta oleh petugas pemungut pajak ke Kantor Kelurahan dan     
wajib pajak dapat mengambil sendiri STTS-nya ke Kantor Kelurahan 
masing–masing atau melalui Ketua RT/RW yang berkenan 




















6. Sistem Penagihan PBB 











Gambar 2.4 Skema Alur Penagihan PBB 
 
b. Penjelasan prosedur pelaksanaan penagihan PBB terutang 
Penagihan pajak menurut Mardiasmo (2002:45) adalah 
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat 
paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan 





















Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan apabila Wajib 
Pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus 
dibayar termasuk sanksi administrasi yang telah ditetapkan. 
Tindakan penagihan diawali dari habisnya masa tenggang       
yang diberikan setelah jatuh tempo dari tanggal pembayaran yang telah 
ditentukan, yaitu selama 7 hari. Setelah masa tenggang 7 hari tersebut 
Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya maka KPP Pratama berhak 
menerbitkan Surat Teguran/Peringatan dengan masa berlaku selama       
21 hari, jika dalam waktu 21 hari setelah penerbitan Surat 
Teguran/Peringatan Wajib Pajak tetap tidak membayar utang pajaknya, 
maka dilakukan pemberitahuan Surat Paksa yang dilakukan oleh Jurusita 
dengan membacakan isi Surat Paksa dan penyerahan Surat Paksa kepada 
Wajib Pajak, kemudian Jurusita dan Wajib Pajak menandatangani Berita 
Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Jika 
wajib pajak/penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau 
tempat kedudukannya, maka pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan 
dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman KP 
PBB (KPP Pratama) atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui 
media massa. Apabila setelah 2 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat 
Paksa tidak ada etikat baik dari Wajib Pajak untuk membayar pajak 
terutangnya, maka KPP Pratama yang telah menerbitkan Surat Paksa 
berhak untuk menerbitkan SPMP (Surat Peritah Melaksanakan 
Penyitaan). Jika setelah menerima SPMP Wajib Pajak membayar utang 





dikembalikan. Namun, jika sampai 14 hari setelah diterbitkannya SPMP 
Wajib Pajak tetap tidak membayar utang pajaknya, maka dilakukan 
pengumuman untuk melelang hasil sita. Apabila wajib pajak/penanggung 
pajak melunasi utang–utang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah 
pengumuman lelang dimuat di surat kabar/media cetak/media elektronik 
tetapi sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang tersebut 
dibatalkan dengan memuat iklan pembatalan lelang dalam surat 
kabar/media cetak/media elektronik. Namun, jika hingga batas waktu 14 
hari setelah pengumuman tidak ada pembayaran utang pajak, maka 
pelelangan barang sita dilaksanakan. 
7. Sistem Pemungutan PBB di Kota Surakarta dengan Program Safari 
a. Pihak yang Terkait 
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di 
wilayah Kota Surakarta dengan Program Safari melibatkan beberapa 
pihak yang mempunyai peranan penting dan saling berkaitan erat, 
diantaranya adalah: 
e. Wajib Pajak 
Wajib Pajak bertugas mengambil serta mengisi dengan jelas, benar 
dan lengkap SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) yang 
diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta, kemudian SPOP tersebut 
dikembalikan kembali ke KPP Pratama Surakarta guna menetapkan 
besarnya pajak yang terutang melalui penerbitan SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang), kemudian wajib pajak berkewajiban 
membayar pajak terutang yang telah ditetapkan tersebut sesuai 





f. KPP Pratama 
KPP Pratama bertugas menerbitkan SPOP yang diserahkan kepada 
wajib pajak secara langsung, serta SPPT dan STTS yang diserahkan 
kepada DPPKA Kota Surakarta yang kemudian diserahkan ke wajib 
pajak melalui kelurahan serta menetapkan PBB yang dibebankan 
kepada wajib pajak dan membuat laporan mingguan dan bulanan 
untuk diserahkan ke Kanwil dan DPPKA Kota Surakarta. KPP 
Pratama juga berwenang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) dan 
SPM (Surat Perintah Membayar) setiap bulan. 
g. Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta 
Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta bertugas menyerahkan 
SPPT, menagih pajak, menerima hasil pembayaran PBB dari wajib 
pajak, serta menyetorkan hasil pembayaran PBB tersebut ke       
Bank–Bank Persepsi. 
h. Bank Persepsi 
Bank Persepsi bertugas menampung penerimaan pembayaran PBB 
dari tempat pembayaran (Unit–Unit BRI dan Bank Mandiri) untuk 
diserahkan ke BO III dan menyerahkan bukti STTS ke wajib pajak 
melalui petugas pemungut. Adapun untuk wilayah Surakarta yang 








b. Dokumen/Formulir yang Digunakan 
Dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan, terdapat beberapa 
dokumen/formulir yang digunakan, antara lain: 
1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
Yaitu formulir yang diisi oleh wajib pajak secara jelas, benar, dan 
lengkap untuk memberitahukan objek pajak yang dikenakan PBB dan 
digunakan untuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam SPPT. 
2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
Yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh KP PBB (KPP Pratama) 
dengan maksud untuk memberitahukan kepada wajib pajak besarnya 
pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. 
3) Tanda Terima Sementara (TTS) 
Yaitu bukti pembayaran sementara yang diberikan oleh petugas 
pemungut pajak setelah wajib pajak membayar pajak terutangnya. 
TTS juga digunakan sebagai bukti untuk pengambilan STTS. 
4) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 
Yaitu bukti pembayaran yang diserahkan kepada wajib pajak yang 
telah membayar pajaknya. 
5) Daftar Penerimaan Harian (DPH) 
Yaitu dokumen yang digunakan oleh petugas pemungut untuk 
menyetorkan hasil penerimaan PBB ke tempat pembayaran         
(Bank Persepsi). 
c. Bagan Alir 
Berikut ini adalah bagan alir prosedur pemungutan pajak bumi dan 
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d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemungutan pajak 
bumi dan bangunan di Kota Surakarta dengan program safari adalah: 
1) Prosedur Pelaporan Objek Pajak 
Wajib pajak datang ke KPP Pratama Surakarta untuk 
mendaftarkan obyek pajak bumi dan bangunan. Pendaftaran obyek 
pajak bumi dan bangunan oleh subyek pajak dengan cara mengambil 
dan mengisi sendiri formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek 
Pajak) secara jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan 
dikembalikan ke KPP Pratama Surakarta  selambat–lambatnya 30 hari 
seterlah diterimanya SPOP oleh subyek pajak dengan dilampiri  
bukti–bukti pendukung, seperti: 
a) Sket/denah obyek pajak; 
b) Fotocopy KTP; 
c) Fotocopy sertifikat tanah; 
d) Fotocopy akta jual beli; dan 
e) Bukti pendukung lainnya. 
Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di KPP 
Pratama Surakarta atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui website 
www.pajak.go.id. 
Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP pada 
waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan 






2) Prosedur Penetapan Pajak Terutang 
Setelah wajib pajak mengisi dan menyerahkan kembali SPOP 
beserta bukti pendukungnya, tugas KPP Pratama Surakarta yaitu 
melakukan pendataan atas objek pajak dengan prosedur: 
a) Identifikasi objek pajak; 
b) Verifikasi objek pajak; dan 
c) Pengukuran bidang objek pajak. 
SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) serta prosedur 
pendataan dilakukan untuk dijadikan pedoman bagi KP PBB (KPP 
Pratama Surakarta) dalam menetapkan pajak terutang bagi wajib pajak 
dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). 
Apabila setelah diteliti atau diperiksa dalam pengisian SPOP 
yang dikembalikan  ke KPP Pratama Surakarta ternyata tidak benar 
(lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda 
administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang. 
3) Prosedur Pembayaran Pajak 
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT yang telah diterbitkan KPP 
Pratama Surakarta harus dilunasi selambat–lambatnya 6 bulan sejak 
tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Setelah SPPT 
tersebar/didistribusikan kepada wajib pajak, Bidang Penagihan 
DPPKA Kota Surakarta mengadakan Program Safari untuk 
mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya, 





Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta menerbitkan TTS (Tanda 
Terima Sementara) dan juga merekap hasil penerimaan tersebut ke 
dalam dokumen DPH (Daftar Penerimaan Harian) yang kemudian 
disetorkan  ke Bank Persepsi yang ditunjuk di masing–masing wilayah 
pengadaan Program Safari untuk dibuat laporannya dan diserahkan ke 
BO III diteruskan ke pemerintah pusat guna pelaksanaan bagi hasil 
PBB. Untuk TTS yang diterbitkan oleh Bidang Penagihan DPPKA 
Kota Surakarta dibuat 2 rangkap, yaitu rangkap ke-1 untuk wajib 
pajak yang berfungsi sebagai tanda bukti dalam pengambilan STTS 
(Surat Tanda Terima Setoran) sedangkan rangkap ke-2 diserahkan ke 
KPP Pratama guna sebagai acuan dalam penerbitan STTS yang dibuat 
sebanyak empat rangkap. Rangkap ke-1 diserahkan untuk wajib pajak, 
rangkap ke-2 dijadikan arsip KPP Pratama Surakarta, rangkap ke-3 
untuk arsip DPPKA Kota Surakarta dan rangkap ke-4 diserahkan 
kepada Bank Persepsi. 
8. Sistem Pemungutan PBB di Kota Surakarta dengan Penagihan 
a. Pihak yang Terkait 
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di 
wilayah Kota Surakarta dengan penagihan melibatkan beberapa pihak 








1) Wajib Pajak 
Wajib Pajak bertugas mengambil serta mengisi dengan jelas, benar 
dan lengkap SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) yang 
diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta, kemudian SPOP tersebut 
dikembalikan kembali ke KPP Pratama Surakarta guna menetapkan 
besarnya pajak yang terutang melalui penerbitan SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang), kemudian wajib pajak berkewajiban 
membayar pajak terutang yang telah ditetapkan tersebut sesuai 
prosedur yang ada. 
2) KPP Pratama 
KPP Pratama bertugas menerbitkan SPOP yang diserahkan kepada 
wajib pajak secara langsung, serta SPPT dan STTS yang diserahkan 
kepada DPPKA Kota Surakarta yang kemudian diserahkan ke wajib 
pajak melalui kelurahan serta menetapkan PBB yang dibebankan 
kepada wajib pajak dan membuat laporan mingguan dan bulanan 
untuk diserahkan ke Kanwil dan DPPKA Kota Surakarta. KPP 
Pratama juga berwenang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) dan 
SPM (Surat Perintah Membayar) setiap bulan. 
3) Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta 
Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta bertugas menyerahkan 
SPPT, menagih pajak, menerima hasil pembayaran PBB dari        






4) Bank Persepsi 
Bank Persepsi bertugas menampung penerimaan pembayaran PBB 
dari tempat pembayaran (Unit–Unit BRI dan Bank Mandiri) dan juga 
hasil pelelangan untuk diserahkan ke BO III. Adapun untuk wilayah 
Surakarta yang bertugas sebagai BO III, yaitu BRI Cabang Jendral 
Sudirman.  
b. Dokumen/Formulir yang Digunakan 
Dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan, terdapat beberapa 
dokumen/formulir yang digunakan, antara lain: 
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
Yaitu formulir yang diisi oleh wajib pajak secara jelas, benar, dan 
lengkap untuk memberitahukan objek pajak yang dikenakan PBB dan 
digunakan untuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam SPPT. 
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
Yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh KP PBB (KPP Pratama) 
dengan maksud untuk memberitahukan kepada wajib pajak besarnya 
pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. 
- Surat Teguran  
Yaitu surat pertama yang dikeluarkan oleh KP PBB kepada wajib 
pajak setelah habisnya masa tenggang pembayaran pajak terutang 







- Surat Paksa  
Yaitu surat kedua yang diberikan kepada wajib pajak karena telah 
mengabaikan surat teguran. 
- Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
Yaitu surat terakhir yang dikeluarkan KP PBB yang berisi perintah 
untuk melakukan penyitaan atas objek kena pajak. 
- Surat Tagihan Pajak (STP)  
Yaitu surat yang digunakan untuk menagih PBB oleh petugas 
pemungut. 
c. Bagan Alir 
Berikut ini adalah bagan alir prosedur pemungutan pajak bumi dan 
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Gambar 2.6 Bagan Alir  Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta dengan Penagihan 
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d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemungutan pajak 
bumi dan bangunan  dengan penagihan adalah: 
4) Prosedur Pelaporan Objek Pajak 
Wajib pajak datang ke KPP Pratama Surakarta untuk 
mendaftarkan obyek pajak bumi dan bangunan. Pendaftaran obyek 
pajak bumi dan bangunan oleh subyek pajak dengan cara mengambil 
dan mengisi sendiri formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek 
Pajak) secara jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan 
dikembalikan ke KPP Pratama Surakarta  selambat–lambatnya 30 hari 
seterlah diterimanya SPOP oleh subyek pajak dengan dilampiri  
bukti–bukti pendukung, seperti: 
a) Sket/denah obyek pajak; 
b) Fotocopy KTP; 
c) Fotocopy sertifikat tanah; 
d) Fotocopy akta jual beli; dan 
e) Bukti pendukung lainnya. 
Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di KPP 
Pratama Surakarta atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui website 
www.pajak.go.id. 
Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP pada 
waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan 






5) Prosedur Penetapan Pajak Terutang 
Setelah wajib pajak mengisi dan menyerahkan kembali SPOP 
beserta bukti pendukungnya, tugas KPP Pratama Surakarta yaitu 
melakukan pendataan atas objek pajak dengan prosedur: 
d) Identifikasi objek pajak; 
e) Verifikasi objek pajak; dan 
f) Pengukuran bidang objek pajak. 
SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) serta prosedur 
pendataan dilakukan untuk dijadikan pedoman bagi KP PBB (KPP 
Pratama Surakarta) dalam menetapkan pajak terutang bagi wajib pajak 
dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). 
Apabila setelah diteliti atau diperiksa dalam pengisian SPOP 
yang dikembalikan  ke KPP Pratama Surakarta ternyata tidak benar 
(lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda 
administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang. 
6) Prosedur Penagihan Pajak 
Penagihan atas pajak yang terutang dilakukan atas dasar 
habisnya masa tenggang yang diberikan setelah jatuh tempo dari 
tanggal pembayaran yang telah ditentukan, yaitu selama 7 hari yang 
diberikan KPP Pratama untuk wajib pajak dengan menerbitakan ST 
(Surat Teguran/Peringatan), dengan kata lain proses penagihan hanya 
dapat diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak disiplin dalam 
membayar pajak terutangnya, namun Pemerintah Kota Surakarta 





kebijakan, yaitu dalam masa tenggang 7 hari yang diberikan kepada 
wajib pajak, sebelum diterbitkannya Surat Teguran DPPKA terlebih 
dahulu menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak/Klarifikasi). Ini 
dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak ada kesalahpahaman 
antara pihak pemungut dengan wajib pajak dan apabila setelah 
dikeluarkannya STP tidak ada klarifikasi atau etikat baik dari wajib 
pajak untuk melunasi utang pajaknya, maka DPPKA Kota Surakarta 
melaporkan ke KPP Pratama untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan 
Surat Teguran/Peringatan dengan masa berlaku selama 21 hari, jika 
dalam waktu 21 hari setelah penerbitan Surat Teguran/Peringatan 
Wajib Pajak tetap tidak membayar utang pajaknya, maka dilakukan 
pemberitahuan Surat Paksa yang dilakukan oleh Jurusita dengan 
membacakan isi Surat Paksa dan penyerahan Surat Paksa kepada 
Wajib Pajak, kemudian Jurusita dan Wajib Pajak menandatangani 
Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah 
diberitahukan. Jika wajib pajak/penanggung pajak tidak diketahui 
tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, maka pemberitahuan 
Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada 
papan pengumuman KP PBB (KPP Pratama) atau mengumumkan 
Surat Paksa tersebut melalui media massa. Apabila setelah 2 x 24 jam 
setelah pemberitahuan Surat Paksa tidak ada etikat baik dari Wajib 
Pajak untuk membayar pajak terutangnya, maka KPP Pratama yang 
telah menerbitkan Surat Paksa berhak untuk menerbitkan SPMP 





wajib pajak membayar utang pajaknya, maka penyitaan dibatalkan 
atau barang yang telah disita dikembalikan. Namun, jika sampai 14 
hari setelah diterbitkannya SPMP Wajib Pajak tetap tidak membayar 
utang pajaknya, maka dilakukan pengumuman untuk melelang hasil 
sita, jika hingga batas waktu 14 hari setelah pengumuman tidak ada 
pembayaran utang pajak, maka pelelangan barang sita dilaksanakan. 
Setelah pelaksanaan lelang digelar, uang hasil dari pelelangan 
diserahkan kepada BO III untuk kemudian direkap sebagai 
penerimaan PBB dan kemudian diserahkan ke Pemerintah Pusat untuk 
dilakukan bagi hasil PBB. 
9. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kotamadya Surakarta 
a. Peranan beberapa pihak terkait yang memisahkan tanggung jawab 
fungsional secara tegas 
1) Adanya pemisahan tugas antara KPP Pratama dan DPPKA          
Kota Surakarta sebagai instansi resmi yang menangani proses 
pemungutan pajak bumi dan bangunan. Ini dikarenakan KPP 
Pratama bertanggung jawab atas penerbitan surat–surat/dokumen–
dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak bumi dan 
bangunan, sedangkan DPPKA Kota Surakarta oleh Bidang 
Penagihan bertanggung jawab atas tersampaikannya surat–surat/ 






2) Dalam Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta telah ada 
pemisahan fungsi antara Kepala Bidang, Seksi Penagihan dan 
Keberatan, Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain, 
dan Staff, namun untuk Staff tidak ada pemisahan fungsi yang jelas 
untuk penugasan sebagai petugas lapangan dalam program safari dan 
peng-entry-an data wajib pajak yang telah membayar pajak, 
dikarenakan terbatasnya jumlah personil. 
b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
1) Telah ada pengendalian internal dalam sistem wewenang di 
Kotamadya Surakarta dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi 
dan bangunan dalam memberikan otorisasi atas terlaksananya 
prosedur penerbitan, pendistribusian, pembayaran dan penagihan 
pajak bumi dan bangunan. 
2) Dokumen yang diterbitkan oleh KPP Pratama mayoritas tidak 
memiliki rangkap memudahkan terjadinya kemungkinan kecurangan 
dalam pencatatan. 
c. Praktik yang Sehat 
1) Hanya beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan 
pajak bumi dan bangunan di Kotamadya Surakarta yang bernomor 
urut tercetak dan dibuat rangkap.  
2) Setiap pencatatan transaksi masih dijumpai dilakukan dari awal 
sampai akhir dilakukan oleh satu orang yang sama di Bidang 
Penagihan DPPKA Kota Surakarta. Hal tersebut tidak mendukung 
terjadinya internal check terhadap pelaksanaan tanggung jawab 





C. Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya 
Surakarta 
Suatu pengendalian intern diperlukan agar suatu sistem dapat 
menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan dapat bekerja dengan baik. 
Adapun evaluasi terhadap sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan 
dilakukan dengan mengevaluasi sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan 
di Kotamadya Surakarta, mulai dari penerbitan, pendistribusian, pembayaran 
hingga penagihan surat pemberitahuan tahunan yang diterapkan oleh       
pihak–pihak yang terkait, seperti KPP Pratama dan DPPKA Kota Surakarta 
terhadap unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut: 
1. Evaluasi terhadap Unit Organisasi yang Terkait 
Salah satu unsur yang penting dalam SPI adalah pembagian 
tanggung jawab fungsional terhadap pihak–pihak yang terkait yang dibentuk 
untuk melaksanakan kegiatan pokok. Pembagian tanggung jawab fungsional 
ini didasarkan pada prinsip adanya pemisahan fungsi dan suatu fungsi tidak 
boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua aktivitas. 
Berdasarkan prinsip diatas, dilakukan evaluasi terhadap pemisahan 
fungsi antara KPP Pratama dan DPPKA Kota Surakarta yang       
menyatakan bahwa telah ada pemisahan fungsi, yang telah dibuktikan 
dengan adanya pemisahan tanggung jawab untuk menerbitkan surat–surat/ 
dokumen–dokumen yang digunakan oleh KPP Pratama dan untuk 
mendistribusikan surat–surat/dokumen–dokumen tersebut serta menerima 





Penagihan DPPKA Kota Surakarta. Namun, dalam tubuh Bidang Penagihan 
DPPKA Kota Surakarta pemisahan fungsi/tanggung jawab tidak terlalu 
diperhatikan, dibuktikan dengan masih ditemukannya pelaksanaan beberapa 
aktivitas oleh satu petugas saja yang seharusnya ditinjau ulang guna 
pelaksanaan otorisasi dapat dilaksanakan dengan baik. 
2. Evaluasi terhadap Dokumen yang Digunakan 
Salah satu langkah yang menimbulkan praktik yang sehat dalam 
melaksanaksn tugas dan fungsi setiap unit organisasi adalah dilihat dari cara 
penggunaan dokumen. Dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak 
bumi dan bangunan seharusnya seluruhnya dibuat rangkap agar adanya 
pengarsipan dan dapat digunakan untuk cross check data bagi pihak yang 
memerlukan, karena hanya beberapa dokumen yang telah dibuat rangkap 
dan bernomor urut tercetak, seperti STTS, TTS dan STP, sedangkan surat–
surat/dokumen–dokumen yang lain hanya dibuat 1 tanpa rangkap. 
3. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern  
Sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik, 
karena sudah ada pemisahan tanggung jawab antara beberapa instansi yang 
terkait, namun untuk sistem pengendalian intern di Bidang Penagihan Kota 
Surakarta belum terlalu baik, karena pemisahan fungsi tidak terlalu 
diperhatikan yang dikarenakan terbatasnya jumlah karyawan dan harus 
ditinjau ulang oleh Pemerintah Kota Surakarta dan khususnya bagi Kepala 








Secara keseluruhan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 
sudah sesuai Undang–Undang yang berlaku. Adapun pihak–pihak yang terlibat    
di dalam sistem pemungutan PBB, antara lain: Wajib pajak/penanggung,         
KPP Pratama Surakarta, DPPKA Kota Surakarta, Bank Persepsi (BRI Cabang, 
Unit–Unit BRI, Bank Mandiri). 
Namun, jika dilihat dari proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, 
berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh 
kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: 
A. KELEBIHAN 
1. Sistem Penerbitan SPPT dapat dilakukan lebih cepat karena penerapan 
pengambilan SPOP oleh wajib pajak sudah dapat dilakukan secara online 
sehingga memudahkan wajib pajak dalam memperoleh SPOP, serta 
mempercepat proses pengisian SPOP sekaligus proses penetapan pajak. 
2. Sistem Pendistribusian dapat berjalan dengan lancar karena adanya 
kerjasama yang baik antara KPP Pratama Surakarta dengan DPPKA       








3. Sistem Pembayaran PBB semakin lancar karena kreativitas DPPKA Kota 
Surakarta dalam mengatasi permasalahan banyaknya pajak yang tak 
tertagih, yaitu dengan mengadakan program safari di kelurahan sehingga 
terjadi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta 
setiap tahunnya. 
4. Sistem Penagihan PBB yang seharusnya langsung dengan penerbitan Surat 
Teguran setelah habis masa tenggang 7 hari, oleh Pemerintah Kota 
Surakarta dimulai dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak/Klarifikasi 
terlebih dahulu, sehingga wajib pajak yang telah melunasi pajaknya namun 
karena adanya kesalahan pendataan oleh pihak pemungut pajak tidak merasa 
tersinggung dan dapat mengklarifikasi kesalahan tersebut terlebih dahulu ke 
DPPKA Kota Surakarta. 
5. Pemisahan tanggung jawab dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta sudah cukup baik, karena 
melibatkan beberapa instansi yang berkompeten. 
 
B. KELEMAHAN 
1. Penetapan pajak terutang sering terhambat karena pengisian SPOP (Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak) tidak jelas dan lengkap, serta ketidaktepatan 






2. Pendistribusian SPPT berjalan lambat karena banyaknya jumlah kelurahan 
yang tersebar di Kota Surakarta tidak sebanding dengan jumlah petugas 
pendistribusi SPPT. 
3. Proses pembayaran pajak mengalami banyak kendala karena masih banyak 
wajib pajak/penanggung pajak yang enggan untuk membayar pajak 
terutangnya, meskipun sudah diadakan program safari/jemput bola di 
kelurahan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggalnya. 
4. Penagihan pajak tidak selalu dapat dilakukan karena masih banyak dijumpai 
objek pajak (tanah dan/atau bangunan) yang pemiliknya tidak diketahui 
keberadaannya atau ada hal–hal lain yang menghambat proses penagihan 
PBB. 
5. Pemisahan fungsi di Bidang Penagihan DPPKA Kota Surakarta tidak terlalu 
diperhatikan, khususnya untuk bagian staff mengakibatkan sistem otorisasi 
tidak jelas. 
6. Dokumen–dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak bumi dan 
bangunan banyak yang tidak dibuat rangkap, sehingga kemungkinan adanya 
pengarsipan dan untuk cross check data bagi pihak yang memerlukan sangat 














Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik 
simpulan bahwa: 
1. Sistem Penerbitan SPPT dilakukan secara independen oleh KPP Pratama 
Surakarta dengan mengacu pada data SPOP yang telah diisi oleh wajib 
pajak secara jelas, benar, lengkap, tepat waktu serta ditandatangani. 
2. Sistem Pendistribusian SPPT kepada wajib pajak yang telah diterbitkan oleh 
KPP Pratama Surakarta didistribusikan melalui DPPKA Kota Surakarta, 
yaitu oleh petugas pemungut. 
3. Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bekerjasama dengan Bank–
Bank Persepsi. Pembayaran dapat dilakukan langsung ke bank–bank yang 
ditunjuk atau melalui ATM. Namun, letak bank–bank yang ditunjuk sebagai 
tempat pembayaran PBB dirasa jauh dari rumah oleh wajib pajak 
mengakibatkan wajib pajak enggan untuk membayar. Oleh sebab itu, 
DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota 
Surakarta memiliki cara jitu untuk mengatasi masalah tersebut dengan 
mengadakan Program Safari/jemput bola, yaitu membuka tempat 
pembayaran di kelurahan, sehingga wajib pajak dapat lebih dekat dan 






4. Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya direalisasi apabila 
wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus 
dibayar termasuk sanksi administrasi yang telah ditetapkan. Adapun Sistem 
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dimulai dari penerbitan Surat 
Teguran/Peringatan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 




Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis 
berikan, antara lain: 
1. Bagi Penduduk Kota Surakarta 
– Penduduk Kota Surakarta sebagai wajib pajak PBB hendaknya lebih 
menanamkan rasa kepedulian terhadap pentingnya pembayaran PBB bagi 
kemajuan pembangunan bangsa dan daerah, sehingga dalam membayar 
pajak terutangnya lebih bersemangat dan jangan sampai diterbitkannya 
Surat Teguran hingga terjadinya pelelangan obyek pajak, jangan 
menjadikan letak tempat pembayaran yang jauh sebagai alasan tidak 
membayar PBB. 
– Laporkan SPOP tepat waktu dengan isi yang jelas, benar, lengkap dan 
ditandatangani agar mempermudah dan mempercepat proses penetapan 





– Wajib pajak/subyek pajak yang pindah namun masih meninggalkan obyek 
pajak di Kota Surakarta, hendaknya segera melaporkan keberadaannya ke 
Pemerintah Kota Surakarta sehingga apabila terjadi hal–hal yang 
berkaitan dengan obyek pajak yang ditinggalkan dengan mudah dapat 
diselesaikan, termasuk dalam hal pemungutan PBB. 
2. Bagi DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) 
– Untuk terus meningkatkan penerimaan PBB di Surakarta, DPPKA 
hendaknya lebih giat dalam penarikan pajak baik dengan program safari 
atau program–program yang dijalankan lainnya. 
– Lebih sering mengadakan sosialisasi pemungutan PBB, terutama ke 
daerah–daerah pinggiran Kota Surakarta. 
– Lakukan evaluasi terhadap pemisahan fungsi petugas, agar tercipata 
otorisasi yang baik. 
3. Bagi KPP Pratama Surakarta 
– Lakukan evaluasi terhadap dokumen–dokumen yang diterbitkan, karena 
dengan tidak adanya rangkap kemungkinan terjadinya kecurangan 
menjadi besar 
4. Bagi Peneliti Berikutnya 
– Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, selain melakukan observasi di 
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